BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun

anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4181),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 200+ tentang

“Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Numor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab Keuanpan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44100);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenrtang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <42 1),

Undang-Undang  Nomor 33  Tahun 2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republbk Indonesia
Nomor 5887) scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kKedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemenntah Nomor 35 Tahun 2005 wentang Dana
Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara

Repubhk indonesia omor 4573}

Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan hineria  Instanst  Pemernntah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor
46 )4,

Peraturan  Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 entang
Perubahan Atas Peraturan Pemenintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem [nformasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara
2zepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272),
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18.

19.

20,

21,

22,

23.

q. Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturar. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang  Pengelolann  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomar 37. Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178},

Peraluran Pemernntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomer 90 Tahun 2019
tentang Klarifikasi, Kodeiikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
lentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3):
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26. Peraturan Bupau Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran
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BUPAT! BANYUASIN

s L BANYUASIN TENTANG

r - v - - - *

SCRUBAHAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELAaNJA L SERAH
~ABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARARN 2021.

Pasal 1
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Pasal 2
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(2) Pendapatan Asli Dacrah Sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf a, terdiri dari :

as Pajak Deral
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(3} Pendiputan Tranter Sebagaimana  dimaksud  pada avat (1)

Buruf b, terdin dan
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(+4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada ayat (1) hurufl ¢,

terdivi dari -

a. Pendapatan Hibah
Sebhelim Permthahan
Bertambah

Jumdal Serelah Pernbahan

Dol Pendapntan Sesin

Perandang Unidanpin
Sebelum Perabalum
Berkurane

Jurnliah Setelah Perubahian

R[l

Rp 51,7484, 220,884,00

Ry O 7HRA 220 ARL00
denean Ketentuan Peratiran

My 120 431 a4 000,00

Ry (10,020 GGOR.717.00)

Ry LIoA25.041 252,00

Pasal 3

Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam

car

@ Belanja Operasi
Sebehumn Perubalian
Bertambal
Jumlah Setelah Perubahan

L. Belanja Modal
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Pasal

Pembiavaan Daerah sehagnimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
clirp

“ ""P’l‘tnlumn Pembnasnan Daerah
Selacdum Peribahun Ry $530 AOEBANF12.1, 08
Herkurang Rp (.3.30 950 88, 6.45.11)
1] " : o4 e i -t
Jumlah Setelah Permbahan : Rp SO0 A1 987 .59
b Pengelunran Pembinvoan Daeral
Sehelim Perabahnn i Rp | ELOO G a0
|‘h-|'|\||r”“r X H’j [11 (1 |'("..”!H I ]..J‘")'
Jurmilah Serelnh Peralmbim T 81015 101 457,50

(@] Penerimaan Pembiavaan Sebagaimana dimaksud bt Pased 4
huruaf a, terdiri dari:

4 Nisiy Lebih Perhutingan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumiva

Sebelnm Perubahan r Rp 121 404,840 624,00
Herkurang . Rp (112.233.808 740.010)
ndnh Setelall Perubalbian Rp GG ATH.3G

b Penenmaan Pinjaman Daerah

Sebelum Perubahan : Rp 515.000.000.¢00C,C0
Berkurang : Rp (218.714.579.888.80)
Jumlah Setelah Perubahan  : Rp 296.285.420.111.2C

= Penernnaan Kembali Pembenan Pinjaman

Sehelum Peribahan : Rp 100
Hertambah/Berkurang © O Rp o
nunlah Setelah Perubahan - Rp 3,00

(b) Pengeluaran Pembiayaan Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
huruf b, terdin dari:

i Pepvertaan Modal Davraly

Sebelin Perababin Ry K.300,000 00,00
dergiinnlig Np 12 OO0 D000, 00
i Setelahy Perubahian N (IR AR AR SO

(o Pebavaran Ciedan Pokok Pring vang Jatal Tewpu

sebeldin Perubalan B Ll 19747 2.430.00
Flegriirany Ry 20049 S08. 11.2.50)
Mantah Setelah Pernbaban Rp T8 104337 .30
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Pasal 5

ij'ni; ) . .
o n lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
JAaer; s )ysion .
| th sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
1l ! .

npiran Mang o o merupakan  bagian tidak terpisahlkan dan

Yapee . i )
Peraturan Dacrah ini terdiri dar

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;

» ‘L )
<. Lampiran 11 Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daeraly dan Perangkat Daerah;

3. Lampiran 1) Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
D e
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan.
Belanja dan Pembiayaan:

+. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan
Kegiatan;

S. Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;

Lampiran VIl Sinkronisasi Program Kkegiatan pemenntah
provinsi/kabupaten/kota pada Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD;

-~

5. Lampiran X  Daftar Jumlah Pegawar per-Golongan dan per-

Jabatan.
Y Lampiran Xl Daftar Piutang Daevah.
0 Laampiran S Daftar Penyertaan Modal (Invertasn) Daerah

Lampiran X1 Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

il
Asset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain;

|2 Lampiran XIV Daltar Keglatan-kegiatan Tahun Sebelumnya
diselesaikan dan dianggarkan kembah dalam Tahun anggaran
ini,

17, Lampiran AV Daftar Dana Cadangat,

|+ Lampiran ¥ VI Daltar Pinjaman Daerah
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Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, B i
dapat melakukan pengeluaran dengan monp,gnn'—l.km' BnT’Pr?‘n
s kit . ! y H aAK? HH a
ldak Terduga sebagaimana dimakaud dalam Pasal 3 ayat ll)l

hurul c.

(2) Keadaan  darurat  sebagaimana dimaksau

AT pada  ayar (|
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sehag | '

121 herikn
i bukan mernpakan  kegiatar normal  dan aktivitas
Pemenintah - Kabupaten  Banvuasin dan tdak tlapat
dipredhksikan sebelumnya:

b udak dibarapkan terjads secara herulang,

¢ berada  diluar  kendali  dan  pengaruh  Pemerintah
Kahupaten Banvuasin: dan

d memibke dampak  vang  signmifikan  terhadan anggaran
dalam rangka pemulihan vang disebabkan oleh keadaan
darurar

(3) .-3pal)1|a alokasi belanja udak terduga udak mencukupy,
Bupau dapat :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaan
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(4} Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannva
Perubahan APBD, Pemerintah Kabupaten Banvuasin dapat
melakukan pengeluaran vang belum tersedia anggarannva,
dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

(5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunazan
hanva untuk pencarian dan penvelamatan korban bencana.
pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, Rebutuhan aw
hersih, dan sanitasi, pangan, sandang, pelavanan Xesehatan
dan penampungan serta tempat hunian sementara

) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud  pada avar (1) sekurang-kurangna  memenuan
lritena sebagan berikut

propram dan Kegitan pelivanan dasar masyarakat vang

ol
belum tersedia dalam  tahun anggaran

AnpEarannyi
Lpeerpialian:

I, memithkr  dampak  yang signiikan  tethadap anggaran
dalam rangka pemubhan vang disebabkan oleh Keadaan

darurat: dan |
lainnya apabila ditunda  aRan

perluan mendesak .
C.. oy ' vang lebih besar bagt Pemenntah

mentmbulkan kerugian
Daerah dan Masyarakat
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Pasal 7

Pelulksanann pengeluaran untuk mendanai kegiaran dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pacda Pasal 6 avat (2)
terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan
Angrparan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 9

Peraturan  Daerah inm1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memernintahkan
pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannva
dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Bala:
pada tanggal 19 occtope— 2021
/

BUP:\TI/B. YUAS\IN.

/

]

H.AJKGLANI
V'
Diundangkan di Pangkalan Balai

pada tanggal |9 oktoeber 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

P

/

i

H. M. SENEN HAR

LIEMBARAN  DAERAH  KABUPATIEN BANYUASIN TAHUN 2021

NOMOIR 4

. : FEN  BANYUASIN,
. o RATURAN  DAERAH  KABUPATEN 1S
NO. REG PERATUR/ 4-107 /2020

PROYVINS] SUMATERA SELATAN NOMORK
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